
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian 

sengketa informasi 

 

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak Pemohon 

Informasi Publik terdapat pada Bab III pasal 4 : 

1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan 

Undang – Undang ini.  

2) Setiap Orang berhak :  

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh 

Informasi Publik; 

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan 

Undang – Undang ini; dan/atau  

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan 

perundangundangan.  

3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik 

disertai alasan permintaan tersebut.  

4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 

apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan 

sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini. 

 

Dan tata cara memperoleh informasi terdapat pada Bab VI pasal 21 dan pasal 22 :  

 

Pasal 21  

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu,  dan 

biaya ringan.  

Pasal 22  

1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh 

Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.  



2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan  

format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi 

Publik.  

3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang 

diajukan secara tidak tertulis.  

4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi 

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada 

saat permintaan diterima.  

5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor 

pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.  

6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat 

diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.  

7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang 

bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :  

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;  

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang 

diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan 

Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang 

diminta;  

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17;  

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi 

informasi yang akan diberikan;  

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 

dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;  

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.  

 



8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

dengan memberikan alasan secara tertulis.  

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik 

diatur oleh Komisi Informasi.  

 

Serta tata cara penyelesaian sengketa informasi melalui komisi informasi pasal 37, pasal 38 

dan pasal 39 : 

Pasal 37  

1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi 

Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan 

Pemohon Informasi Publik.  

2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 

14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).  

Pasal 38  

1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 

kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik.  

2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 

dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.  

Pasal 39  

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan  

mengikat.  

 


